BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Terhadap uraian pada sub-sub bab yang telah dipaparkan sebagaimana
tertuang dalam halaman-halaman sebelumnya, maka dengan ini dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan Mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Guna

Menyelesaikan Kredit Macet
Berdasarkan aspek yuridis, AYDA dapat digunakan sebagai salah
satu metode untuk menyelesaikan kredit macet yang sedang dialami oleh
debitur, dimana ketentuan dalam AYDA tersebut sebagaimana diatur dalam
UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, POJK Penilaian Kualitas Aset
Bank, PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta PMK Pajak AYDA.
Terhadap hal tersebut dengan ini dapat ditarik garis besar bahwa AYDA
merupakan instrumen hukum yang /egal untuk menyelesaikan kredit macet.
AYDA sebagai salah satu metode yang dapat digunakan oleh bank
untuk melaksanakan eksekusi terhadap kredit macet telah berdasar hukum.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang mengatur terkait dengan metode AYDA, selain
dari pada hal tersebut AYDA menjadi salah satu instrumen yang dapat
digunakan atau dapat dipilih oleh bank apabila bank tersebut mengalami

permasalahan kredit apabila debitur dinyatakan kredit macet, sehingga
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dengan metode AYDA tersebut bank mendapatkan perlindungan hukum
terhadap eksekusi agunan khususnya agunan yang diikat dengan hak
tanggungan. Merujuk pada bebereapa literasi, maka AYDA tersebut sebagai
alat yang dianggap efisien untuk melaksanakan eksekusi agunan debitur
dibandingkan dengan lelang dimuka umum karena AYDA dapat
dilaksanakan dibawah tangan cukup dengan persetujuan dari debitur.

. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Macet
Dengan AYDA

AYDA dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan
kredit macet dan dapat digunakan sebagai instrumen guna memberkan
perlindungan hukum kepada Bank. Hal tersebut dikarenakan dalam
mekanisme AYDA telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan hukum,
kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam menyelesaikan kredit macet
yang dialami debitur dibutuhkan waktu yang cepat, mekanisme yang tidak
terlalu lama, birokrasi yang tidak panjang serta perlindungan hukum
terhadap kreditur dan debitur itu sendiri. Sehingga, AYDA dapat
mengakomodasi kepantingan-kepentingan dari kreditur dan debitur.
Dimana kreditur dapat membeli agunan yang telah diserahkan oleh debitur,
sedangkan permasalahan kredit macet yang dialami debitur dalam

diselesaikan dengan metode tersebut dan memiliki landasan hukum.
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Bahwa semakin cepat dilaksanakannya peralihan hak dengan
metode AYDA, maka semakin cepat pula proses penyelesaian kredit macet
yang dialami oleh debitur. Hal tersebut tentunya sebagai cerminan dari suatu
ketentuan hukum yang berorientasi terhadap efektivitas hukum, dimana
para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum,

kemanfaatan hukum serta keadilan hukum.

B. Saran

Terhadap uraian yang telah disampaikan pada sub-sub judul

sebelumnya, terdapat saran yang bisa diberikan sebagai berikut :

1.

Pemerintah maupun stakeholders yang berwenang dibidang jasa keuangan
perlu membentuk petunjuk teknis terkait dengan implementasi AYDA,
mengingat regulasi yang mengatur terkait dengan petunjuk teknis tersebut
sampai dengan saat ini belum ada.

OJK dan KPKNL perlu melakukan edukasi kepada lembaga-lembaga
keuangan khususnya Bank untuk melaksanakan AYDA sebagai alternatif
eksekusi atas agunan debitur yang mengalami kredit macet diluar
mekanisme lelang karena dianggap efektif.

Lembaga perbankan perlu memberikan edukasi kepada calon nasabah atau
nasabah yang telah menyerahkan agunan pada saat mengajukan kredit
bahwa apabila nasabah tersebut mengalami kredit macet, maka agunan
tersebut dapat dieksekusi oleh Bank dengan metode AYDA secara dibawah

tangan agar memangkas birokasi di KPKNL.
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